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ABSTRAK

Perusahaan Pembiayaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam
Sektor Jasa Keuangan, dalam hal ini perusahaan yang menyediakan dana dalam
bentuk kredit/atau pembiayaan. Pada tahun 2018 OJK atas kewenangan
independennya telah menerbitkan Peraturan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang merupakan pembaruan dari
Peraturan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan. Peraturan terbaru ini membahas dari jenis kegiatan usaha perusahaan
pembiayaan, jenis-jenisnya, cara pembiayaan serta informasi dan teknologi yang
terintegrasi. Selain itu, peraturan ini membahas mengenai uang muka paling rendah
0%. Adanya uang muka 0% diharapakn dapat membangun perekonomian nasional
dan menjadi stimulus bagi perusahan pembiayaan dalam menyalurkan kredit. Tapi
tanggapan dan kritik dari berbagai kalangan seperti Presiden Jusuf Kalla, Menteri
Perhubungan, Ketua APPI dan Ketua Harian YLKI mengatakan, bahwa peratutan
atau kebijakan OJK terbaru dapat menimbulkan kredit macet serta menimbulkan
masalah-masalah baru. Selaian itu terkadang penagiahan yang dilakuan oleh debt
collector mengunaka cara yang tidak etis dan manusiawi, sehingga ini bertentang
dengan UU perlindungan konsumen serta DP 0% ini bertolak belakang dengan
konsep pembiayaan yang sebaiknya mengunakan uang muka untuk menjaga risiko
dan melihat komitmen dari debitur. Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dan menganalisis Peraturan ini.

Jenis penelitian ini adalah lilibrary research dengan mengumpulkan data
melalui literature mengenai regulasi dan undang-undang, data seputar peraturan
OJK, karya ilmiah, buku-buku, brosur, internet dan www.ojk.go.id. Adapun
pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan filsafat hukum, serta dengan
mengunakan sifat penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan, bahwa keberadaan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan ini untuk menghindari risiko, menjaga harta pihak ketiga,
menekan aspek prudensial dan perlindungan konsumen, menyeimbangkan antara
produksi, pembiayaan dan konsumsi, kemudahan bagi masyarakat dalam
mendapatkan trasportasi sesuai keinginannya, mendongkrak pertumbuhan ekonomi
nasional, dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, peraturan ini penting
untuk tetap diterapkan yang dapat membawa kemanfaatan. Di dalam hukum Islam
terdapat salah satu kaidah mengenai hal ini yaitu kebijakan seorang pemimpin
terhadap rakyatnya haruslah berorientasi kepada kemaslahatan. Kaidah ini
menunjukkan, bahwa setiap peraturan atau kebijakan yang menyangkut dan
mengenai hak-hak rakyat (para pelaku usaha) harus dikaitkan dengan kemaslahatan
rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kemaslahatan. Kaidah ini sama
dengan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang
meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dan memberikan
kebahagiaan atau manfaat bagi sebanyak banyaknya.

Kata kunci: peraturan, uang muka, pelaku usaha, utilitarianisme dan maslahah.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997
dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I.  Konsonan Tunggal
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o syin sy es dan ye
o sad S es (dengan titik di bawah)
o° dad d de (dengan titik di bawah
b ta’ t te (dengan titik di bawah)
L za’ z zet (dengan titik di bawah)
'l ‘ain y koma terbalik di atas

& gain g ge

< fa’ f ef

it qaf q qi

£ kaf k ka

J lam 1 el

& mim m em

o nun n en

» ha’ h ha

s hamzah ¢ apostrof

¢ ya’ y ye




Il. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

“ ditulis Sunnah

e ditulis | ‘illah

I1l. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
a. Bila dimatikan ditulis dengan ‘h’

a5 LI ditulis al-Ma ’idah

s Sl ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal
aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan ‘h’.

o | ded) djlis diditulis Mugaranah al-Mazihib

1V. Vokal Pendek

_ kasrah ditulis i
) fathah ditulis a
s dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a

Olusuin! ditulis Istihsan




2. Fathah + ya’ mati ditulis a
e ditulis Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 7
31 ghal] - -
Okl ditulis al-‘Alwant
4. Dammah + wawu ditulis u
mati
ditulis ‘Ulum
o
V1. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati Ditulis ai
A ditulis Gairihim
2. Fathah + wawu mati Ditulis au
s ditulis Qaul

VIl.Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof

ditulis a’antum
(,;u\\
| ditulis u’iddat
X <o oy ditulis la’insyakartum

VIIl. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Xi



ST, ditulis al-Qur’an

o Ll ditulis al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

I )‘ ditulis ar-Risalah

Ll ditulis an-Nisa’

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

éi:“ J‘“i ditulis Ahl al-Ra’yi

it J-“T ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu sarana (infrastruktur) pemerintah
untuk mencapai kesejahteraan negara. Dalam konteks negara Indonesia, hal ini
dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu salah satu tujuan
negara adalah “memajukan kesejahteraan umum.” Adapun upaya meningkatkan
“kesejahteraan” masyarakat, salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Pasal 33
menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
atas asas kekeluargaan” dan “berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”?

Diskusi mengenai ekonomi tidak akan pernah terlepas dari masalah
keuangan. Di Indonesia, ada dua lembaga keuangan, bank dan non bank.? Dalam
hal ini, non bank adalah Lembaga Pembiayaan. Eksistensi Lembaga Pembiayaan
adalah suatu badan usaha khusus yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam

bentuk penyedian dana (modal) untuk konsumen atau nasabah.® Lembaga

Pembiyaan ini terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,

! Lihat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (1), dan ayat (4).

2 Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyaratak,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.
43:1 (Januari 2014), him. 88.

3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 Ayat

M.



Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.* Kemudian untuk kegiataan usahanya
meliputi sewa guna, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu
kredit.®

Lembaga pembiayaan ini mempunyai peran signifikan sebagai sumber
pembiayaan alternatif untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.
Selain itu lembaga ini juga mempunyai peran dalam hal pembangunan lainnya
seperti menampung, menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif
dalam pembangunan. Dengan ini, lembaga pembiayaan diharapkan oleh
masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami
seperti permodalan.® Berbeda halnya dengan bank yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam betuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya.”’

Lembaga pembiayaan di dalamnya termasuk juga Perusahaan
pembiayaan. Di Indonesia, Perusahaan Pembiayaan tergolong banyak. Pada tahun
2016 terdapat 200 perusahaan sedangkan pada tahun 2017, terdapat satu izin
perusahaan pembiayaan baru dan delapan pencabuatan perusahaan pembiayaan
lama. Sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan sampai akhir tahun 2017 berjumlah

193 perusahaan dengan total asset sebesar 476,06 triliun. Dari jumlah tersebut,

4 Pasal 2.
5 Pasal Ayat 3.

6 Siti Ismijati Jenie, Beberapa Kegiatan Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan
Pembiayaan (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1996), him. 1.

" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2).



terdapat 22 perusahaan yang memiliki aset di atas Rp 5 triliun dan mendominasi
seluruh aset perusahaan pembiayaan yaitu sebesar Rp 309,60 triliun atau 65,03%.8
Banyaknya perusahaan pembiyaan di Indonesia, maka dibutuhkan suatu regulasi
atau peraturan perundang-undangan untuk mengatur perusahaan-perusahan
tersebut, misalnya izin usaha, kinerja perusahaan, dan pencabutan izin usaha.
Pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan haruslah merujuk kapada
kententuan-ketentuan atau regulasi-regulasi yang dibuat dan diterbitkan oleh
lembaga yang berwenang, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dengan
demikian diharapkan proses kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan
Pembiayaan tidak mengalami kendala atau bermasalah dikemudian hari.

Hadirnya OJK® (Otoritas Jasa Keuangan) memberikan kepastian hukum
dalam melindungi para pelaku usaha dalam pembiayaan. Pengawasan yang selalu
dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku usaha dapat memberikan
suatu perlindungan hukum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat berperan penting dalam kegiatan
bisnis di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sendiri dibentuk melalui
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Tanggal

22 November 2011. Peran dari OJK sendiri sebagai lembaga yang independen

8 Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Statistik Lembaga Pembiayaan, (Jakrata: Otoritas Jasa
Keuangan Indonesia, 2017), him. 2

% Otoritas jasa keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen
dan bebas dari campur tanga pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (1), cet. Ke-1 (Surabaya: Anfaka Perdana,
2011), him. 3.



dengan fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.*°
Berkaitan dengan hal di atas, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan
peraturan terbaru Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan. Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang
mengatur berbagai hal terkait bisnis Perusahaan Pembiayaan. Peraturan tersebut
mengatur mulai dari Jenis Kegiatan Usaha, Perluasannya, Cara Pembiayaan, serta
Penggunaan Sistem Informasi dan Teknologi yang terintegrasi oleh setiap
Perusahaan Pembiayaan. Selain itu, peraturan ini mengatur pemberian Uang Muka
Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan berbagai persyaratan tergantung tingkat
kesehatan keuangan dan nilai risiko Non Performing Financing (NPF) Neto.
Mengenai Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan besaran uang muka
terdapat pada Pasal 20 yang mengatakan, bahwa Perusahaan Pembiayaan yang
memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan
mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih
rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran
Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada debitur paling rendah 0% (nol
persen) untuk kendaraan roda dua, tiga dan empat atau lebih dalam pembiayaan

investasi dan pembiayaan multiguna.

10 Wiwin Wintarsih Windiantina, “System Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan
Dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan Bank Gagal,” Jurnal Cita Hukum, Vol.
3:2 (Desember 2015), him. 335.



Perusahaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi
minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan
bermotor lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3%
(tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan
Kendaraan Bermotor kepada debitur paling rendah 10% untuk kendaraan roda dua,
tiga, empat atau lebih dalam pembiayaan investasai dan pembiayan multiguna.
Kemudaian Perusahaan Pembiayaan yang memliki tingkat Kesehatan Keuangan
dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai NPF Neto untuk pembiayaan
kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama
dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka
Bermotor kepada debitur paling rendah 15% untuk kendaraan roda dua, tiga, empat
atau lebih yang digunakan dalam pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna.

Sedangkan Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi tingkat
Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio
NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan
5% (lima persen) wajib menentukan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan
Bermotor kepada debitur paling rendah 15% untuk kendaraan roda dua, tiga, empat
atau lebih dalam pembiayaan investasi, sedangkan dalam pembiayaan multiguna
paing rendah 20% untuk kendaran bermotor roda empat atau lebih. Selanjutnya
Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan
kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan
besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada debitur paling

rendah 20% untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga, empat atau lebih bagi



pembiayaan investasi, sedangkan pembiayaan multiguna paling rendah 25% untuk
kendaraan bermotor roda empat atau lebih.!*

Jadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat pada Pasal 20 Ayat
1 membahas tentang DP 0%. DP 0% ini hanya diperuntukkan bagi Perusahaan
Pembiayaan yang sehat secara keuangan atau tingkat NPF rendah di bawah 1%,
sehingga tidak semua perusahaan menerapkan DP 0% kecuali memenuhi syarat
menurut peraturan tersebut.

Adanya peraturan terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli
masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang kemudian akan berdampak terhadap
penjualan dibidang otomotif dan berdapak terhadapat perkembagan ekonomi. Suatu
peraturan yang telah dikeluarkan oleh suatu lembaga pastinya telah melalui proses
pengkajian yang pajang dan matang sehingga ketika diterapkan tidak terjadi
masalah. Demikian juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Di sisi lain, setiap peraturan atau kebijakan juga tidak terlepas dengan
namanya kritik. Terlebih lagi, kritik tersebut muncul dari pernyataan seorang Wakil
Persiden sekaligus pelaku usaha Jusuf Kalla dan Menteri Perhubungan Budi Karya
Sumadi bahwa kebijakan DP (donw payment) 0% (nol persen) pada Kendaraan
Bermotor memicu tingginya non performing loan (NPF) alias kredit macet.? Kritik

mengenai ini tidak hanya muncul dari dua orang tersebut bahkan perwakilan dari

11 Pertauran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 20.

12 Ria Anatasia, “Wapres JK dan Mentri Perhubungan Tak Setuju Ada Kredit Mobil dan
Motor DP Nol Persen,” https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/14, akses 14 agustus 2019.



https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/14

dua lembaga yang berkaitan langsung dengan peraturan tersebut ikut memberikan
kritik. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi
Wiratno mengatakan poin baru yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan itu sangat berisiko bagi pelaku usaha pembiayaan.® Ketua Pengurus
Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan
kebijakan tersebut berpotensi memunculkan masalah baru dan kerugian yang lebih
besar bagi masyarakat luas.'*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/218 tentang
Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan ini sebenarnya penuh risiko ketika
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan itu lemah. Karena banyak kasus mengenai
pembiayaan ini, ketika debitur terlambat mengangsur atau wanprestasi maka
kendaraan debitur diambil oleh pihak ketiga (Dedt Collector). Pengambilan ini
terkadang menggunakan cara yang tidak manusiawi atau tidak etis yang dapat
merugikan debitur, sehingga ini bertentangan dengan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Kemudian dari pada itu, tidak adanya uang muka ini akan
menjadi risiko untuk Perusahaan Pembiayaan, karena dewasa ini pembiayaan atau
jual-beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan
bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian kompensasi bahaya bagi pihak lain.

Sehingga di sini terjadi kesenjangan antara peraturan Otoritas Jasa Keuangan

13 Oktaviano DB Hana, “DP 0% untuk Kendaraan Bermotor Dinilai Berisiko,”
https://finansial.bisnis.com/read/20190110/89/877479/, akses 20 Januari 2019.

14 Rezha Hadyan, “YLKI desak OJK batalkan kebikajan DP 0% untuk Kendaraan
Bermotor,” https://keuangan.kontan.co.id/news, Akses 14 agustus 2019.
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dengan peraturan lain serta konsep jual beli atau pembiayaan pada era kontemporer

saat ini.

Dari peraturan yang masih menjadi perdebatan dan kekahwatiran beberapa
pihak di atas, maka ini menjadi penting dan urgen untuk diteliti mengapa Otoritas
Jasa Keuangan ini mengeluarkan peraturan tersebut dan apa maksud dibalik
dikeluarkannya peraturan tersebut yang pada umumnya akan menimbulkan
berbagai masalah dalam pembiayaan. Sehingga dari sini penulis tertarik untuk
meneliti dan menganalisis peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Dalam
melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori utilitarian Jerremy Bentham
dan teori maslakak Imam al-Gazzali. Sehingga penelitian ini berjudul “Analisis
Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/218 tentang
Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan™.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka dapat ditarik beberapa
rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian apapun pasti memiliki suatu tujuan yang diharapkan dan dicapai,

adapun tujuan penelitian ini adalah

1.

Untuk mengetahui mengapa Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan
Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan.

Untuk mengetahui bagaimana padangan hukum Islam terhadap Pasal 20
Peraruaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau manfaat,

baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
bagi pembaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia nomor 35/PJOK. 05/2018 tentang Penyelenggraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan.

Secara praktis, dapat meberikan kontribusi dan pemahaman bagi penyusun
khususnya dan pembaca pada umumnya, mengenai peraturan Otoritas Jasa
Keuangan, sehingga nantinya dapat menjadi rujukan terkait Penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Pembaiayaan.

Telaah Pustaka

Pada penelitian terdahulu ini terdapat beberapa penelitian yang meneliti

tentang hal-hal yang berkaitan peraturan otoritas jasa keuangan serta

penyelengaraan usaha perusahaan pembiayaan, diantaranya adalah
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Pertama, Dalam skripsi yang ditulis oleh Vivi Mulia Stiyana dengan judul
“Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syariah
Perspektif Hukum Islam: Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
Tentang Otoritas Jasa Keuangan” dalam penelitian ini dijelaskan, bahwa sistem
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu sistem pengawasan yang
diterapkan oleh lembaga independen yang bebas tampa campur tangan pihak lain,
yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemerikasaan,
dan penyidikan, yang penjelasanya termuat dalam Pasal-Pasal yang ada pada UU
No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam membangun sistem
perekonomian yang baik dan bersih maka harus adanya pengawasan dari otoritas
jasa keuangan serta dilandasi dengan iman dan adanya sanksi, akan terpelihar
ekonomi yang jujur, adil dan berujung pada perolehan keuntungan yang berkah
sejalan dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualaitatif dengan pendekatan
induktif serata penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian yang dikaji ini
merupakan penelitian pustaka.® Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-
sama menganalisis peraturan perundang-undangan, perbedaaan dari penelitian ini
dengan penulis yaitu penulis menganalisis peraturan yang dikeuarkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan fokus

penelitian mengakaji uang muka (down payment) 0%.

15 Vivi Mulia Stiyana, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan
Syari’ah Perspektif Hukum Islam: Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan,” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).



11

Kedua, Pada tesis yang disusun oleh Riza Rizki Faozan Syakur dengan
judul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengurangi Non
Performing Financing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yogyakarta”
penelitian ini menjelaskna bahwa ada dua pengawasan yaitu pengawasan aktif dan
pengawasn pasif dengan berdasarkan kepatuhan resiko dan pengawasan
terintergritas.

Penelitian ini menggunakan dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang
ketentuan bahwa NPF maksimal 7%. Ketika bank pembiayaan rakyat syariah yang
mayoritas lebih dari 7% dari 12 BPRS hanya yang NPF BPRS Dana Hidayatullah,
BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Margirizki Bahagia, BPRS FORMES. Setiap
bank mempunyai permasalahan masing-masing dan cara penanganannya juga
berbeda, serta faktor-faktor umum yang sering terjadi pada BPRS yaitu kurangnya
SDM yang memadai dalam pengawasnnya, terbatasnya permodalan pengembagan
usaha BPRS, relatif rendah monitoring paska pembiayaan yang berdampak
rendahnya kualitas pembiayaan, kurang inovatif dan ragam produk BPRS, sebelum
optimalnya tata kelolah dan manajemen resiko, serta tingginya operasional BPRS
yang belum efesien. Dengan hasil penelitian ini berarti masih ada kredit macet atau
NPF yang perlu pengawasan OJK. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan
dan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang
mengevaluasi hasil pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan.

Objek penelitian ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta.®

16 Riza rizki faozan syakur, “pengawasan otoritas jasa keuangan dalam mengurangi non
performing financing bank pembiayaan rakyat syariah yogyakarta”, Tesis Univesitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga (2017).



12

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Fahmi Rizaldy dengan judul
“Analisis Perbandingan Perusahaan Pembaiayaan Konvensional dengan
Perusahaan Pembiayaan Syariah: Studi Pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014” hasil dari
penelitian ini menjelaskan, bahwa peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan memiliki
jenis kegiatan usaha yang secara umum yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan
modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain
berdasarkan persetujuan OJK, sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
31 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah,
memiliki jenis kegiatan usaha yang sama secara umum yaitu pembiayan jual-beli,
pembiayan investasi, pembiayaan jasa.

Penelitian ini mengunakan metode penelitan normatif serta jenis penelitian
pustaka (library research).!” Dalam penelitian ini berusaha membandingkan model
atau sistem pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembaiayaan
Konvensional dan Perusahaan Pembaiayaan Syariah menurut peraturan Otoritas
Jasa Keuangan yang ada. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu objek
penelitian. Mengunakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelengaraan
Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Penyelengaraan Usaha Perusahaan Pembiayan

Syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus kajian penulis adalah analisis

17 Wahyu Fahmi Rizaldy, “Analisis Perbandingan Perusahaan Pembiayaan Konvensional
Dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah: Studi Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29
Tahun 2014 Dan Nomor 31 Tahun 2014,” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta (2018).
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/pojk.05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan mengunakan kajian filsafat
hukum.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rachmat, “Studi Perbandingan
Lembaga Pembiayaan antara Pembiayaan Multifinance Syari’ah dan
Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal Internasional Finance (FIF)”.
Dalam skripsi ini mencoba mengkaji perbedaan mekanisme pada multifinance
syariah dan konvensional serta membandingkan laba yang diperoleh antara
pembiayaan motor syariah dan konvensional pada PT FIF. Di dalam penelitinya ia
menyimpulkan mengenai mekanisme operasional antara FIF syari’ah dan
konvensional terdapat persamaan dan perbedaaan, antara lain persamaan tersebut
adalah terdapat tiga pihak yang terkait yaitu perusahaan pembiayaan konsumen,
supplier, dan konsumen. Perbandingan laba antara FIF syari’ah dan konvensional
terdapat perbedaan, karena kebijakan mengenai margin laba ditentukan standar
yang ama agar tidak terjadi persaingan antara FIF syari’ah dan konvensional.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan analisis
mengunakan deskripsi yang mendeskripsikan secara empiris bebrapa permsalahan
yang diangkat seperti perdedaan multifinance syari’ah dengan multifinance
konvensional.'®

Kelima, tesis yang ditulis oleh Ikit mahasiswa program pascasarjana UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Analisis Pelaksanaan Sistem

18 Rachmat, “Studi Perbandingan Lembaga Pembiayaan antara Pembiayaan Multifinance
Syari’ah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal Internasional Finance (FIF)”, skripsi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
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Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Daerah Istimewa
Yogyakrta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah
Mandiri).” Adapun hasil penelitiannya menunjukan bahwa dalam pelaksanaan
sisitem pembiayaan bagi hasil di bnak umum syari’ah dengan mengunakan akad
mudharabah dan musyarakah. Dimana akad mudharabah dapat diartikan
kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana modal 100% dari perbankan,
sedangkan akad musyarakah kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing
pihak memberikan kontribusi dana. Di dalam pelaksanaannya ban dan nasabah akan
mendapatkan keuntungan dari usahanya. Untuk mendapatkan pembiayaan dengan
skema bagi hasil di bank umum syariah, maka nasabah harus memenuhi prosedur-
prosedur yang telah ditentukan oleh perbankan.®

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Anindya Mutiara dkk dengan judul
“Problematika Penerapan Prosentase Donw Payment (Uang Muka) Sebesar
20% Pada Kredit Kendaran Bermotor (Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 43/Pmk.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk
Kendaraan Bermotor Pada Perusahan Pembiayaan).” di dalam penelitian ini
menyimpukan, bahwa problematika pembiayaan konsumen di PT. Federal
Internasional Finance (FIF) cabang palur ini adalah kredit macet. Dengan ketentuan
DP minimal 20% tersebut. Kemudian dengan adanya peraturan tersebut dapat
sedikit menganggu kelancaran kredit motor. Upaya perlindungan hukum perjanjian

pembiayaan konsumen pada PT. Federal Internasional Finance cabang palur terjadi

19 Tkit, “Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di
Daerah Istimewa Yogyakrta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri,”
tesis Pascasarjana Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).
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apabila salah satu pihak (debitur) wanprestasi. Maka debitur akan ditindak tegas,
yaitu dekenakan sanksi pidana Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP. Barang akan ditarik
kembali oleh perusahaan dan konsumen dapat dituntut untuk membayar uang denda
sebagai akibat keterlambatan membayar uang sewa bulanan.

Adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2012
tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor,
Perusahaan pembiayaan harus lebih meningkatkan kehati-hatian dalam pemberian
kredit kendaraan bermotor. Kemudian selaku konsumen harus menyadari atas
kewajibannya untuk mengangsur setiap bulan dengan tepat waktu serta tidak
melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh perusahaan pembiayaan, karena
dalam prakteknya pelaksanaannya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan
oleh ulah konsumen.?

Dalam penelitian ini mengaji DP 20% yang telah diatur oleh menteri
keungaan. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada peraturan yang
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan membahas mengenai DP (donw
payment), namun fokus dan dan objeknya berbeda penulis mengakaji Peraturan
Otoritas Jasa Keungan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
dan terfokus pada peraturan dan DP 0%.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Febrisianti Atmodjo dengan judul
“Tinjauan Terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

19/Se0jk.05/2015 Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

20 Anindya Mutiara dkk, “Problematika Penerapan Prosentase Donw Payment (Uang
Muka) Sebesar 20% Pada Kredit Kendaran Bermotor (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
43/Pmk.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada
Perusahan Pembiayaan),” Jurnal Private Law Vol. 01 (Juni 2013).
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47/Seojk.05/2016 Tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan
Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan Dan Akibatnya Bagi
Perusahaan Pembiayaan.” di dalam penelitianya meyeimpulkan, bahwa Akibat
yang ditimbulkan dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan
Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan berupa meningkatnya
pembiayaan konsumen, dan terjadi peningkatan pembiayaan konsumen sebesar
0,07% (nol koma nol tujuh persen) dalam selang 1 (satu) tahun.

Kemudian Akibat yang akan ditimbulkan bagi konsumen akan mendorong
kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan
diharapkan dengan adanya besaran uang muka (down payment) yang rendah atau
lebih kecil akan memberikan serta mempertahankan tingkat kesehatan keuangan
dan nilai rasio NPF (Non Performing Financing) tetap dalam keadaan stabil dan
lebih baik. Akibat positif jika perusahaan pembiayaan memiliki NPF (Non
Performing Financing) rendah dan besaran uang muka (down payment) kecil akan
lebih baik bagi perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Metode penelitian yang dia gunakan ada kepustakaan dan sifatnya
dekspristif kualitatif. Pola berfikir yang di gunakan yaitu deduktif.?> Adapun
persamaan dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitiannya tertuju pada besaran

uang muka (down payment). Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu objek

21 Febrisianti Atmodjo, “Tinjauan Terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
19/Seojk.05/2015 Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/Seojk.05/2016 Tentang
Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan
Pembiayaan Dan Akibatnya Bagi Perusahaan Pembiayaan.”Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, (2017).
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penelitian penulis pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan jurnal ini
objeknya adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tidak terdapat
kesamaan dalam penulisan dan hasilnya.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Endang dengan judul “Analisis
Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Kasus pada
Perusahaan Pembiayaan PT Mega Finance Cabang Palembang)” di dalam
penelitinya menyipulkan, bahwa pertama, kesalahan penilaian awal 5c oleh
Acquisition Supervisor (AVC) seperti kurangnya kecakapan dalam menilai
karakter calon konsumen, kurang memperhatikan riwayat nasabah sebelumnya,
kurang telitih dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam mengangsur
kreditnya, penyimpanan yang dilakukan petugas kredit dalam melakukan prosedur
post NPP Checking. Penyimpangan dalam besaran DP 25% yang harus dibayarkan
serta ketergantungan pada perusahaan dealer yang berdampak pada meningkatnya
penjualan tidak diikuti oleh kemampuan membayar angsuran, sehingga
menimbulkan kredit macet. Kedua, kebijakan PT Mega Finance Cabang Palembang
untuk meminimalisir kredit bermasalah adalah mnegunjungi kembali konsumen
dan penerapan prosedur post NPP Checking, disamping itu, evaluasi jiga dilakukan
bagi petugas kredit. Ketiga, pemberian sanksi yang sesuai jiak terdapat staf dan
kariyawan yang lalai atau tidak mematuhi prosedur jak terbukti melakukan fraud.

Metode penelitian ini berupa penelitian mixed yaitu lapangan dan

kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan mengunakan metode kualitiatif dan
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teori yang digunakan dalah teori kredit.??> Adapun pesamaan dari penelitian ini
dengan penulis adalah membahas mengenai perusahaan pembiayaan, kemudian
perbedaanya yaitu penulis menganalisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang
Penyelengaraan Usaha Perusahaan Pembiayan dan fokus penulis pada aturan DP
0%. Dengan begitu, penelitian 1 dan hasil yang didapat dengan penulis jauh
berbeda.

Dengan melihat uraian di atas mengenai peraturan-peratutan Otoritas Jasa
Keuangan tentang pembiayaan maka penulis menganggap penelitian terdahulu
belum ada yang meneliti mengenai peraturan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengenai uang muka (Down
Payments) paling sedikit nol persen serta kegiatan bisnis lainnya yang ada dalam
peraturan tersebut. Di sinilah ketertarikan penulis untuk menelitih hal tersebut,
dikarenakan ini hal yang baru dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang perlu
diteliti dan dianalisis dengan cermat dan hati-hati.

E. Kerangka Teoritik

Suatu kajian karya ilmiah membutuhkan sebuah kerangka teori untuk
menjawab sebuah permasalahan yang ada. Dalam mengkaji sebuah peraturan yang
telah diterbitkan membutuhkan pemikiran dan analisis yang baik sehingga dapat
menyimpulkan peraturan tersebut relevan atau tidaknya diberlakukan di

masyarakat.

22 Endang, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Kasus
pada Perusahaan Pembiayaan PT Mega Finance Cabang Palembang,” Jurnal Akuntansi Politeknik
Sekayu (ACSY), Vol. 1:1, (September, 2014).
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Di dalam membuat sebuah peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh
lembaga yang berwenang hendaklah dapat bermanfaat dan dirasakan oleh
masyarakat. Maka dengan ini diperlukan sebuah teori yang dapat menjawab
permasalah tersebut, dalam hal ini penulis mengunakan teori kemanfaatan
(Utilitarian Teory) dan teori kemaslahatan.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan
hukum, mengenai pembahasan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang
diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia
akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk
mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum dapat
bersifat pada fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum
mempunyai sasaran yang hendak di capai.?®

Di dalam aliran utilitariansme yang meletakan kemanfaatan sebagai tujuan
utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (heppiness), jadi
baik buruk adil dan tidak suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu
memberikan kebahagian kepada manusia.?* Dengan demikian setiap penyusunan
produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa
memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-

banyaknya bagi masyarakat.

23 Lutfhie Aunie, Transformasi Politik dan Ekonomi Aceh (1641-1699) dalam Prata Islam
di Indonesia: Pergulatan Social, Politik, Hukum dan Pendidikan (Jarkarta: Logos Wacana Ilmu,
2001), him. 40.

24 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana
Filsafat Hukum Indonesia, cet. Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), him. 117.
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Bentuk utilitarianisme pertama kali diperkenalkan oleh filsus Ingris,
Jeremy Bentham (1748-1832), Jeremy Bentham sangat percaya bahwa hukum
harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan pokok-pokok yang
didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia. Menurut Jeremy
Bentham dalam bukunya Muhamad Erwin yang berjudul filsafat hukum
berpendapat bahwa tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagian
kepada individu-individu. Bentham mengusulkan suatu Klarifikasi kejahatan yang
didasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban
dan masyarakat. Suatu pelangaran yang tidak merugikan orang lain, menurut
Bentham sebagainya tidak diangap sebagai tindakan kriminal.?®> Mengunakan
istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham menegasakan sebuah kebenaran faktual
bahwa setiap orang cenderung untuk mengahasilkan keuntungan, faedah, manfaat,
kesenangan, kebaikan dan kebahagian bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang
menghindari diri dari suatu ke kemalangan, rasa sakit, ketidaksenangan, kejahatan
dan ketidak kebahagiaan yang menganggu ketenangan pada diri mereka. Dari sini
muncul the greates happiness teory dari Bentham yang menegaskan bahwa tujuan
tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebagian.?

Utilitarianisme mengembalikan keadilan kepada suatu prinsip yaitu utility

atau manfaat. Utilitarianisme juga tidak meninggalkan institusi: sejalan dengan

25 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum, edisi. Ke-1, cet.
Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), him. 181.

%6 Federikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik
Hukum Kontemporer,” Jurnal Humaniora, vol, 3:1 (April 2012), him. 303-304.
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institusi Kita, utilitarianisme bertujuan meningkatkan kemaslahatan manusia, dan
bahwa aturan moral haruslah dites konsekuensinya terhadap kemaslahatan?’

Berkaitan dengan ini peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan yaitu Peratuaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mungkinkah memberikan
manfaat bagi rakyat Indonesia atau bagi para pelaku bisnis baik perusahaan maupun
Debitur dan lain-lain sehingga aturan tersebut membuat perekonomian nasional
menjadi berkembang dan membuat masyarakat hidup sejahtera. Sebagaimana yang
terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Selanjutnya aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemimpin atau penguasa
haruslah melihat dari segi kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan hukum Islam,
agar sebuah peraturan yang nantinya dikeluarkan dan diberlakukan di masyrakat
dapat dirasakan manfaatnya bagi orang banyak.

Mengenai hal ini teori yang relevan penulis gunakan yaitu teori maslakah
Imam al-Gazzali. Maslahah merupakan salah satu metode analisi yang dipakai oleh
ulama usul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang permasalahanya tidak diatur
secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan
pada aspek maslahat secara langsung.

Mewujudkan maslakak merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam

setiap aturan hukumnya, al-syari mentrasmisikan maslahah sehingga lahir

27 Will Kymlicka, Liberalism, Community and Culture (London: Carendon Press, 1989),
him. 11.
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kebaikan/manfaat dan terhindarkan dari keburukan/kerusakan, yang giliranya
terealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian
pengabdian kepada Allah. Sebab, maslaka/ itu sesungguhnya adalah memeliharan
dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan
yang dikehendaki oleh syari’ah, bukan oleh hawa nafsu manusia.?®

Seperti hanya para cendikiawan Muslim terdahulu, perhatian Imam al-
Gazzali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu,
tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Imam al-Gazzali dalam
perhatianya tentang bidang ekonomi terkandung dalam berbagi studi fighnya,
karena ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
figh Islam.

Namun demikian pemikiran ekonomi Imam al-Gazzalt didasarkan pada
pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya orang-orang kaya, berkuasa, dan
sarat prestise sulit menerima pendekatan figh dan filosofis dalam menpercayai
yaum al-hisab (hari pembalasan). Corak pemikiran ekonominya tersebut
dituangkan dalam kitab /hya ‘Ulum al-Din, al-Mustashfa, Mizan al- ‘Amal, dan al-
Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk.?

Tema utama yang ditemukan di dalam tulisan-tulisan Imam al-Gazzali
adalah konsep maslakal, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas

manusia, relevan dengan peningkatan dengan kesejahteraan social masyarakat dan

28 Muhammad Harfin Zuhdi, “Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran
Hukum Islam Kontemporer,” Jurnal Istinbath, Vol. 12:1 (1 Desember 2013), 294.

29 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, cet. Ke-7 (Jakarta:
Rajawali Pers, 2016), him. 316-317.
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konsisten dengan aturan dan tujuan syaraiah. Konsep maslasah al-Gazzali ini mirip
dengan konsep “hard-to-pin-donw, ” yakni konsep fungsi kesejahteraan social yang
sudah lama dikenal oleh ekonomi modern®

Imam al-Gazzali memiliki pandangan yang cukup luas tentang maslakah
beliau menjelaskan secara rinci bagaimana ketika seseorang boleh menetapkan
hukum menggunakan maslakak dan ketika seseorang tidak boleh mengunakan
maslakah. Maslakah Imam al-Gazzali dapat digunakan untuk menganalisis dan
dijadikan penetapan hukum Islam yang tidak bertentangan dengan nash
pemikirannya dengan perpaduan teori dan konsep maslakzak yang ada.

Pemikiran Imam al-Gazzali tentang sosio ekonomi berakar pada konsep
yang beliau sebut dengan “fungsi kesejahteraan sosial ekonomi” konsep yang
menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslakah atau
kesejahteraan sosioal atau kebaikan bersama (utilitas), yakni sebuah konsep yang
mencakup semua aktivitas manusia dan membuat berhubungan erat antara individu
dan masyarakat. Menurutnya, maslakak yang dimaksud adalah meningkatkan
kesejahteraan seluruh manusia, kemudian hal tersebut dapat mendatangkan manfaat

atau keuntungan dan menjauhkan dari kerusakan (mafsadat).®*

30 Anas Zarqa, “Islamic Economics: An Approach To Human Welfare,” dalam Khurshid
Ahmed (Ed.), Studies In Islamic Economics (Leicenter, U.K: The Islamic Foundation, 1980), him.
13.

31 Huril Aini, “Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Gazali tentang Konsep Uang, Kativitas
Produksi dan Etika Pelaku Pasar: Studi Atas Dalam Kitab Ahya’ ‘Umuludin”, Skripsi Universitas
Islam Negeri Sunan Kaligaja Yogyakarta (2017), him 37-38.
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Di dalam kitabnya, Imam al-Gazzali mengawali pembahasan ini dengan
menyebutkan macam-macam mashlahah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya

oleh dalil syara’. Ia mengatakan:
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“maslahah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’
terbago menjadi tiga macm: maslahat yang dibenarkan oleh syara’
maslahat yang di batalkan oleh syara’ dan masalahat yang tidak
dibenarkan dan tidak pula dibatlakan oleh syara (tidak ada dalil khusus
yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahat yang
dibenarkan oleh syara’ maka ia dapat dijadikan hujjah dan
kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari
jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap
minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram digiyaskan
kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal
yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram
vang ditetapkan syara’ terhadap khamar itu sebagai bukti
diperhatikannya kemaslahatan ini. Macam yang kedua adalah maslahat

32 Abii Hamid al-Gazzali, Al-Mustashfa Min 1lm Usil, disadur oleh Hamzah bin Zahir
Hafidz (Madinah: ttp, 1413H/1992M), II: 478-481.
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yang dibatalkan oleh syara’. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama
kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang
hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika
pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk
memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, “Kalau
raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah
baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk
memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa
dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan
menyalahi Nash al-Kitab (dan hadis—pen.) dengan maslahat. Membuka
pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan
Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang
ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan
oleh syara (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau
membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang
dikenal dengan maslahah mursalah).”

Imam al-Gazzali perpendapat bahwa maslahat ialah suatu pernyataan
terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat.®®* Kemudian lebih rinci Imam
al-Gazzali menjelaskan maslaka/ pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik
manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik
manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan
makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami
maksud dengan mashlahat ialah memelihara tujuan syara/hukum Islam, dan tujuan
syara’ dari makhluk itu ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan
(ada yang mengatakan keturunan dan kehormatan), dan harta. Setiap yang
mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini tersebut maslahat, dan setiap
yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut

maslahat.®*

33 Akbar Sarif dan Ridwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menrut Imam Al-
Gazali,” Jurnal Peradaban Islam TSAQAFAH, Vol. 13:2 (November 2017), him. 357.

3 Abi hamid Al-Gazzal, al-Mustashfa min ‘llm Usil, disadur oleh Muhammad Sulaiman
al-Asyqgar (Beirut/Lebanon: Al-Rlsalah, 1418 H M/1997 M), I: 416-417.
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Imam al-Gazzali kemudian membagi maslaka/ dipandang dari segi kekuatan
substansinya:
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la menyatakan bahwa maslaka/ dilihat dari segi kekuatan sunstansinya

ada yang berada pada tingkat darariyah (kebutuhan primer), ada yang

berada pada tingkat hajiyah (kebutuhan sekunder), dan yang terakhir
adalah tingkatan tahsiniyah merupakan kebutuhan penyempurna, yang
tingkatannya berada di bawah hajiyah.

Pandangan ini, Imam al-Gazzali menjelaskan untuk mengetahui maslahat
dari sesuatu, tidak dapat diketahui hanya oleh akal manusia, melaikan juga harus
dengan bantuan dalil syarat. Pandangan beliau ini juga dikuti oleh Imam As-
Syathibi dan ulama-ulama setelahnya. Untuk itu kuran diterimanya maslahat ialah
syarak dan bukal akal manusia. Penekanan ini bukan bermakna bahwa beliau
menafikan manusia, akan tetapi karena manusia itu sendiri mempunyai cara
pandang yang berbedal damal menilai maslahat, maka syarak mesti menjadi
ukurannya.®® Menurut beliau, tujuan manusia hendakalah tidak bertentangan
dengan tujuan syara’. Dari sini dapat dipahami bahwa walaupun masalahat

berdasarkan kehendak syara’, namun pada hakikatnya selaras dengan kehendak

manusia.®’

% |bid. 417.

36 Akbar Sarif dan Ridwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menrut Imam Al-
Gazali,”.., him. 357.

8" Yusuf Hamid ‘Alim, al-Magasid al-‘Ammah li al-Syari‘ah al-Islamiyah, cet. Ke-2,
(Riyadh: al-Dér al- ‘Alamiyah li al-Kutub al- Islam1, 2008), him. 135.



27

F. Metode penelitian

Untuk mengetahui dari penjelasan adanya segala sesuatu Yyang
berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian
yang disebut dengan metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan
pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, Sedangkan penelitian pada
hakekatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu
masalah dengan mengunakan metode ilmiah dorongan utama untuk mengadakan
penelitian ialah insting ingin tahu yang ada pada setiap manusia. Atau untuk
menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji
kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.®
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Dengan
mengunakan bahan dari hasil penelitaan yang di kaji melaui perpustakaan atau
literature sebagai data utama. Artinya data-data yang diperoleh atau di kumpulkan
berasal dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-
artikel dan bentuk bahan lain atau lazim yang berhubungan dengan pembahasan
judul tesis.
2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang diguanakan untuk melihat dan

menganalisis bagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

38 Moh.Kasiram, Metodologi Penelitian; Reflesi Pengembangan dan Penguasaan
Metedologi Penelitian, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), him. 4 & 8-9.
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Nomor 35/PJOK. 05/2018 Tentang Penyelenggraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan.
3. Pendekatan

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), pendekatan analitik (analytical approach)
pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan histori (historical
approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus
(case approach).®® Penulis dalam penelitian ini mengunakan pendekatan filsafat
(philosophical approach) yaitu mencari hakekat, nilai, pengetahuan dan tujuan
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/Pjok.
05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Serta yang
dilamnya mengatur mengenai uang muka (donw payment) 0% (nol persen).
4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpukan data yang dipergunakan
untuk mendukung isi tesis ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library
research), dengan sember-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah tentang Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Pembiayaan.

39 Johnny lbrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, edisi revisi, cet.
Ke-6 (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), him. 300.
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b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang menjelaskan sumber data primer, seperti Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel.
c. Sumber Data tersier

Yakni yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap sumber
data primer dan sekunder yang berupa kamus, majalah, brosur, surat kabar, internet
dan lainnya.
5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisi mengunakan kualitatif
dan metode induktif yang digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang
menjadi konteks dan konsep peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai
Penyelenggaraan Usaha Perusahan Pembiayaan dan kebolehkan mengunakan uang
muka (down payments) paling sdeikit 0% (nol persen).
G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menjadikan pembahasan ini menjadi terarah, maka penulis
membagi sistematik penulisan dalam lima bab. Adapun susunanya sebagai berikut:
Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan,
sehingga dari bab ini yang nantinya akan diperoleh gambaran umum tentang
penulisan tesis ini, bab ini memuat latar belakang, pokok permaslahan, tujuan
penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode
penelitian, dan sistematik pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai konsep utilitarianisme dan maslakah.

Yang mana konsep utilitarianisme sendiri terdiri dari 4 sub pembahasan yaitu
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defenisi utilitarianisme, sanksi utiliti, prinsip utilitas dan ukuran utilitas: kuantitas
versus kualitas. Serta konsep maslakak yang terdiri dari 4 sub pembahasan yaitu
Pengertian Maslakak, Macam-Macam Maslakah dan Kehujjahan Maslakah

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum Perusahaan Pembiayaan
dan muatan materi peraturan otoritas jasa keuangan tentang penyelenggaraan
perusahaan pembiayaan yang terdiri dari 4 sub pokok pembahasan yaitu tentang
Gambaran Umum Perusahaan Pembiayaan, Sejarah Perusahaan Pembiayan,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK. 05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan yang
Berpotensi Menerapkan dan tidak Menerapkan DP 0%

Bab ke empat membahas tentang Analisis Terhadap Peraturan Nomor
35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang
terdiri 2 sub pokok pembahasan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Pandangan Hukum Islam
terhadap Pasal 20 Ayat tentang Penyelanggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan.
Terakhir Bab kelima, berisikan kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup

penulisan tesis ini.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan maka dapat disimpukan:

1.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ini adalah sebagai solusi
dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, dalam bidang otomotif
(produksi), pembiayaan (industri pembiayaan) dan konsumsi, sehingga
perekonomian jalan dan seimbang antara prosuksi, pendanaan dan konsumsi
serta memacu pertumbuhan kinerja industri pembiayaan yang dinilai belum
optimal. Di samping itu, peraturan ini juga menyempurnakan sejumlah
ketentuan sebelumnya dengan menekankan aspek prudential dan perlindungan
konsumen. Kemudian untuk menjamin kesehatan industri serta membuka
lapangan pekerjaan yang semuanya ini akan memajukan perokonomian
nasional dan kesejahteraan. Jadi, pada hakekatnya peraturan ini memberikan
kemanfaatan bagi orang banyak atau warga masyarakat, sehingga peraturan ini
sesuai atau relevan dengan teori utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy
Bentham bahwa setiap produk hukum (peraturan perundang-udangan)
seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan

kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat

141
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ini telah memenuhi syarat-
syarat atau ukuran suatu persoalan itu dapat di katakan sebagai maslakah yaitu
sejalan dengan tindakan syara’ (mula’imah), menepati level darariyah atau
hajiyah yang menduduki tempat daririyah, bersifat gat’i atau zann yang
mendekatinya, tidak berlawanan dengan nash dan bersifat kulliyah.

Di dalam pemberian DP 0% ini sebenrnya tidak perlu dikhawatirkan, kaeran
sebetulnya aturan ini mencoba untuk menyehatkan dan melindungi Perusahaan
Pembiayaan serta memberikan kemudahan bagi debitur untuk mendapatkan
trasportasi sesuai kebutuhannya. Selain itu, di dalam pembiayaan ada namanya
agunan dan bukti kepemilikan dipegang oleh pihak Perusahaan Pembiayaan
atau leasing dan itu jelas, maka minim sekali dengan risiko kredit macet.
Kemudian dari pada itu, nilai manfaat yang terdapat pada peraturan ini bagi
masyarakat yaitu untuk memberikan kemudahan untuk mendapatkan alternatif
trasportasi yang sesuai dengan kebutuhannya serta membuka lapangan kerja

bagi masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat

dikemukakan berapa saran

1.

Peraturan Otoritasa Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahan Pembiayaan ini dalam pengawasan dan
kontrolnya tidak boleh longar dan lengah, kerane jika lengagah dalam

pengawan dan kontronya bisa menimbulkan kredit macet.
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Kententuan uang muka (urbiin) ini harus benar-benar dimanfaatkan
sebagaimana mestinya. Kemudian, ketentuan uang muka ini lebih idiealnya
diprioritaskan untuk kendaraan bermotor yang sifatnya produktif bukan hanya
konsumtif.

Penulis menyadari tesis yang disusun ini masih banyak kekurangan apa lagi
tesis ini bersifat kepustakaan. Harapan penulis, penulisan tentang peraturan ini
jangan sampai terhenti disini, tetapi ada yang melanjutkan ke penulisan yang

sifatnya lapangan
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